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ABSTRAK

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENERIMAAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Di KOTA MEDAN
(Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Oleh :

Irwan Riswanto Banjarnahor
168400154

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk
keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Kasus penipuan akhir-akhir ini
semakin marak di Indonesia dengan berbagai modus-modus dilakukan untuk
menipu misalnya, penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan aparatur sipil
negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum
terhadap tindak pidana penipuan calon aparatur sipil negara di Kota Medan dan
bagaimana upaya penanggulangan penipuan terhadap calon aparatur sipil negara
di Kota Medan. Metode penelitian menggunakan jenis hukum yuridis normatif.
Sifat penelitian yang dipakai deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari wawancara, dan
pengamatan. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian
yang diperoleh adalah Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon
aparatur sipil negara di Kota Medan telah memberikan sanksi sesuai Pasal 378
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku. Namun
pada kasus penipuan dalam penerimaan aparatur sipil negara efektif diterapkan
karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai
dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa
keterangan saksi, barang bukti dan surat keterangan terdakwa. Upaya
penanggulangan penipuan terhadap calon aparatur sipil negara di Kota Medan
berupa preventif dan represif. Upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum
terjadinya kejahatan penipuan yaitu berupa sosialisasi atau pemberitaan
diberbagai media cetak maupun visual dan melakukan koordinasi dengan instansi
terkait yang melakukan prosese seleksi calon aparatur sipil negara. Upaya yang
kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak aparat setelah
terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan penipuan yang
terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana
penipuan calon aparatur sipil negara.

Kata kunci : ASN, Kejahatan, Penipuan, Pemidanaan
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ABSTRACT

LEGAL ASPECT OF CRIMINAL ACTION OF FRAUD IN ACCEPTANCE
OF PROSPECTIVE CIVIL SERVICES (ASN) IN MEDAN CITY
(Decision Study No.872 / Pid.B / 2019 / PN.Mdn)

By:

Irwan Riswanto Banjarnahor
168400154

Deception itself is a lie that is created for personal gain but harms others.
Fraud cases have recently become more prevalent in Indonesia with various
methods used to deceive, for example, fraud under the guise of job vacancies in
the state civil servants. The problem in this research is how the legal arrangements
for the criminal act of fraud of candidates for state civil servants in the city of
Medan and how to tackle fraud against candidates for state civil servants in the
city of Medan. The research method used is normative juridical law. The nature of
the research used is descriptive analysis. The data collection technique used
literature study and field study consisting of interviews and observations. Data
analysis used qualitative analysis. The results of the research obtained are that the
legal arrangements for criminal acts of fraud by the prospective state civil servants
in Medan City have imposed sanctions in accordance with Article 378 of the
Criminal Code (KUHP) against the perpetrators. However, in cases of fraud in the
admission of state civil servants it is effectively applied because the defendant is
legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of fraud as
stipulated in Article 378 of the Criminal Code is correct, it is appropriate and has
been based on facts at trial, valid evidence in the form of testimony of witnesses,
evidence and statement of the defendant. Efforts to tackle fraud against candidates
for state civil servants in Medan City are in the form of preventive and repressive
measures. Preventive measures, efforts made prior to the occurrence of a fraud
crime, namely in the form of socialization or reporting in various print and visual
media and coordinating with related agencies that carry out the selection process
for candidates for state civil servants. The second effort is repressive measures,
namely actions taken by the authorities after the occurrence of a criminal act by
following up on any reports of fraud that have occurred and imposing strict
sanctions on every criminal act of fraud as a candidate for state civil servants.

Keywords: ASN, Crime, Fraud, Criminalization
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat
strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan
dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
Pemerintah. Untuk itu, aparatur sipil negara berperan sebagai pelaksana
Perundang-Undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas
kedinasan kepada aparatur sipil negara pada dasarnya merupakan kepercayaan
dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.'

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai
diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki sikap
dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta
wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan
masyarakat. Setiap tahun di Indonesia selalu membuka penerimaan calon Aparatur
Sipil Negara untuk setiap instasi-instasi pemerintahan yang diperlukan adanya
penambahan pegawai. Ini tentunya merupakan kesempatan bagi masyarakat yang

memang bercita-cita untuk mengabdi kepada Negara sebagai Aparatur Sipil Negara.

! Maidin, Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil, PT. Refika Aditama, Bandung: 2012, hal.
21.
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Pekerjaan sebagai aparatur sipil negara merupakan pekerjaan yang aman
dan menjamin hari tua, sehingga sangat di minati oleh masyarakat luas. Sebagian
masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga
akan terjamin apabila dapat menjadi seorang aparatur sipil negara, sehingga
banyak sekali warga negara indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri
guna mengikuti tes untuk menjadi seorang aparatur sipil negara.” Namun untuk
menjadi seorang aparatur sipil negara bukan lah hal yang mudah dan
membutuhkan proses menjadi Calon aparatur sipil negara (selanjutnya disebut
CPNS) terlebih dahulu, hal ini di jelaskan dalam Undang- Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN).

Banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan calon
pegawai negeri sipil dengan cara menipu calon peserta tes seleksi calon aparatur
sipil negara. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan
kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir. Di sisi korban banyak orang
merasa nyaman dan merasa perlu untuk menjamin kelulusan dengan mencari
orang dalam.’

Kesempatan ini pula dijadikan oleh para oknum atau orang-orang yang tidak
bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan atas orang-orang yang ingin
mengambil jalan pintas menjadi pegawai negeri sipil. Para pelaku ini menawarkan
kepada calon korban kalau mereka bisa memastikan para calon korban diterima,
tentunya tindakan ini mencidrai dari apa yang diharapkan dari seorang Aparatur Sipil

Negara yaitu bersih dan bermoral.

? Victor M Situmorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, PT Rineka Cipta, Jakarta,
1998, hal 46
? Maidin, Op.Cit, hal 35
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Banyaknya pelamar yang mengincar Aparatur Sipil Negara sebagai
pekerjaan mereka, mengakibatkan mereka untuk melakukan berbagai cara agar
dapat menjadi Aparatur Sipil Negara. Mulai dari mengandalkan kepintaran
mereka dengan mengikuti tes penerimaan calon Aparatur Sipil Negara yang
merupakan jalan yang formal, sampai mencari koneksi di jajaran pemerintahan
untuk mempermudah di terimanya mereka sebagai calon Aparatur Sipil Negara.
Hal ini mendukung pelaku yang berupaya mencari kesempatan dengan melakukan
tindak pidana penipuan penerimaan calon Aparatur Sipil Negara yang di dukung
pula oleh kepercayaan dan niat korban yang dilakukan dengan cara yang tidak
benar.

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk
keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula di sebut sebagai
bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat oranglain
menjadi keliru dan oleh karna itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya
untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya. Kejahatan
penipuan itu termasuk materieel delict artinya untuk kesempurnaannya harus
menjadi akibatnya.*

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan
hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual.
Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan

perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak

* Aprina Tiarani, Firganefi, Dona Raisa Monica, Analisis Pertanggungjawaban Pidana
Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi
Lampung (StudiPutusan No 859/pidB/2012/PN TK), Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana Vol
3 No.1(2013), hal 3
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pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Manakalah suatu kontrak yang ditutup
sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata
bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau
korban, hal ini merupakan penipuan.’ Tindakan penipuan memiliki beberapa
bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan
maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang
dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya
abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP
tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (oplichthing)
dalam bentuk umum.® Penipuan menurut Pasal 378 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam tindak penipuan terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur
objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk
atau penggerak, serangkaian nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata
bohong, tipu muslihat agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang, membuat

utang dan menghapuskan piutang. Sedangkan unsur subjektif maksudnya untuk

.. .. . 7
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.

> Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari

Hubungan Kontraktual, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hal 89

6 Tongat, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, 2002, hal 73

7 Ismu Gunadi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, hal
144
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Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyaratkan unsur
kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di
dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan
adanya suatu bijkomend oogmerk atau suatu naastedoel ataupun suatu maksud
selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan
hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang
dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu
opzettelijk misdriff atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.®

Kasus penipuan akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia dengan
berbagai modus-modus dilakukan untuk menipu misalnya, penipuan yang
berkedok lowongan pekerjaan melalui media cetak, sosial media dan lain
sebagainya. Dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin
berkembanglah pula angka kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan
keresahan pada masyarakat” Para pelaku tindak pidana penipuan ini
menggunakan kesempatan lowongan pekerjaan untuk mengambil keuntungan diri
sendiri dari orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Penipuan bisa terlaksana
cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga
seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong
ataupun fiktif. Karena tindak pidana penipuan ini hanya bermodalkan kemampuan
berkomunikasi yang baik sehingga bagi para oknum, tindak pidana penipuan

tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Namun, dalam setiap tindak kejahatan pasti

¥ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Penerbit
Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 151

? Boris Tampubolon, Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak
Menjadi Korban, Universitas Borobudur Press, Jakarta, 2016, hal 29
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ada hukumannya sesuai dengan seberapa besar kejahatan yang dilakukannya. Baik
itu orang yang punya kedudukan atau jabatan besar ataupun orang yang
berkedudukannya rendah, karena hukum harus ditegakkan.'® Berikut merupakan
data dari tindak penipuan penipuan terhadap penerimaan calon aparatur sipil
negara di Kota Medan dalam kurun waktu 4 tahun berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Penipuan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon
Aparatur Sipil Negara, tahun 2016 s/d 2019

No | Tahun | Jumlah P18 P21 DPO SP3 Proses
kasus sidik
1. 2016 1 - 1 - - -
2. 2017 4 - 4 1 - -
3. 2018 3 - 2 - 1 -
4. 2019 2 - 1 - - 1
Jumlah 10 - 8 1 1 1

Sumber : Hasil Wawancara Aipda Amaruddin Nst di Polrestabes Medan, 2020
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016

hanya terdapat 1 kasus penipuan terhadap penerimaan calon aparatur sipil negara
di Kota Medan yang telah diputus. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan yang
pesat, pada tahun tersebut terdapat 4 kasus yang telah diputus oleh Pengadilan
Negeri Medan. Tahun 2018 terdapat 3 kasus, tetapi salah satu kasus dari ketiga
kasus tersebut terpaksa dihentikan (SP3) karena tersangka meninggal dunia,
sehingga hanya ada 2 kasus yang sudah selesai. Untuk tahun 2014 terdapat 2
kasus yang salah satunya masih dalam proses penyidikan. Karena penelitian
dilaksanakan pada bulan Oktober.

Kasus tentang penipuan calon aparatur sipil negara pada dasarnya banyak

terjadi namun hanya segelintir atau sedikit saja yang muncul ke permukaan

' Jamin Ginting, Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana Oleh Anggota
POLRI, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Dictum Edisi 3 - April 2013, hal 12
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sehingga dapat ditindak oleh pihak yang berwenang. Kerap kali yang menjadi
faktor seseorang melakukan penipuan dalam penerimaan calon aparatur sipil
negara adalah faktor ekonomi seperti mendapatkan uang yang besar dengan kerja
yang sedikit.

Penipuan terhadap penerimaan calon aparatur sipil negara semakin sering
terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena
banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi aparatur sipil
negara berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir—akhir ini di
Kota Medan banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon penerimaan
aparatur sipil negara, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi
mayoritas penduduk magetan, menjadi aparatur sipil negara merupakan pekerjaan
yang menjanjikan. Tidak jarang calon aparatur sipil negara melakukan hal apa
saja supaya dapat menjadi aparatur sipil negara, baik itu dari jalur legal maupun
illegal. Keadaan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk
melakukan aksinya pada penerimaan calon aparatur sipil negara di Kota Medan.

Tabel 1.2

Pekerjaan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Terhadap
Calon Aparatur Sipil Negara

No. | Tahun PNS Pensiunan Swasta Honorer
PNS
1. 2016 1 - - 1
2. 2017 2 3 1 -
3. 2018 1 1 2 1
4. 2019 1 - - 1
Jumlah 5 4 3 3
Sumber : Hasil Wawancara Aipda Amaruddin Nst di Polrestabes Medan,
2020
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Berdasarkan tabel 1.2 diatas, pelaku kejahatan penipuan terhadap calon
penipuan bisa berasal darimana saja, baik itu aparatur sipil negara yang masih
aktif, aparatur sipil negara yang sudah pensiun maupun dari orang diluar instansi
pemerintahan (Swasta). Tersangka tindak pidana penipuan yang pensiunan
aparatur sipil negara lebih banyak dibandingkan tersangka yang sedang aktif
sebagai aparatur sipil negara maupun tersangka yang bekerja di swasta, yaitu
sebanyak 3 orang, sedangkan untuk yang sedang aktif sebagai aparatur sipil
negara sebanyak 5 orang dan untuk yang bekerja pada swasta sebanyak 3 orang.
Hal ini dikarenakan adanya hubungan atau relasi yang banyak ketika tersangka
masih bekerja sebagai aparatur sipil negara, karena hal tersebut merupakan salah
satu modal untuk menyakinkan korban penipuan bahwa tersangka mempunyai
teman di suatu instansi yang bisa meloloskan korban dalam tes penerimaan calon
aparatur sipil negara di Kota Medan.

Banyaknya pelamar-pelamar yang menginginkan pekerjaan sebagai
aparatur sipil negara inilah yang membuat sebagian dari penerimaan calon
aparatur sipil negara di Medan menempuh berbagai cara untuk menjadi aparatur
sipil negara. Mulai dari jalan yang formal dengan mengikuti tes penerimaan
penerimaan calon aparatur sipil negara dengan mengandalkan kemampuan
masing-masing hingga mencari koneksi yang ada di jajaran pemerintahan agar
mereka dapatdi terima sebagai penerimaan calon aparatur sipil negara.'' Berbagai
penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi disetiap sendi kehidupan

masyarakat.

"' Bianca Berliana H, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan dalam
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru, JOM Fakultas
Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hal 48
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Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus
tindak pidana penipuan penerimaan calon aparatur sipil negara yang akan penulis
kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor
No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn yang duduk perkaranya secara garis besar adalah
sebagai berikut :

Terdakwa Yustina Elida Irmawati Sitanggang bertemu dengan korban
(Evelin Adelina Sagala), lalu pelaku mengatakan kepada korban (Evelin Adelina
Sagala) dapat memasukan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor
Kemenkum HAM di Medan (Provinsi Sumatera Utara) dengan melalui jalur
Kuota kebijakan khusus tahun anggaran 2014 s/d 2015 di wilayah Sumatera Utara
untuk kepentingan kepengurusan agar supaya korban (Evelin Adelina Sagala)
dapat diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa testing, maka
dibutuhkan biaya yang sudah sepakati bersama. Setelah menerima uang dengan
korban (Evelin Adelina Sagala) sampa saat ini belum juga diterima menjadi
Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang dijanjikan oleh pelaku yang bernama
Yustina Elida Irmawati Sitanggang, dan telah berualang kali Evelin Adelina
Sagala menemui Elida Irmawati Sitanggang untuk menanyakan hal tersebut,
hingga akhirnya Evelin Adelina Sagala melaporkan perbuatan Elida Irmawati
Sitanggang trsebut ke Polda Sumut. Akibat perbuatan Elida Irmawati Sitanggang
tersebut, maka Evelin Adelina Sagala mengalami kerugian. Perbuatan Elida
Irmawati Sitanggang telah melanggar tindak pidana yaitu Pasal 378 KUHP.
Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, majelis hakim menjatuhkan

putusan terhadap Elida Irmawati Sitanggang yang terbukti secara sah dan
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meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan serta menjatuhkan
pidana penjara satu tahun dan enam belum. Sanksi pidana ini bertujuan untuk
memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang
diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia
tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai
orang yang baik dan berguna.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP
diatas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-
baik dalam menangani perkara penipuan termasuk dalam hal ini penipuan dengan
dalih calon penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dapat menjamin
kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban
penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378
KUHP.

Hal tersebut membuat keresahan di masyarakat, karena dimanapun mereka
berada selalu dihinggapi rasa tidak percaya kepada orang yang ditemuinya.
Tindak pidana tersebut dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun.
Semangkin maraknya tindak pidana penipuan ini, maka keluarlah peraturan yang
mengaturnya sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP.

Pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pekerjaan
yang aman, nyaman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh
masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hari tuanya
bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Pegawai Negeri

Sipil, sehingga banyak sekali Warga Negara Indonesia yang berlomba-lomba
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mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang Pegawai Negeri
Sipil.

Keinginan yang besar dari calon aparatur sipil negara untuk dapat diterima
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak jarang membuat sebagian dari mereka
melakukan berbagai cara bahkan mengeluarkan uang dengan nominal yang sangat
besar.Pemahaman, keinginan dan cara yang salah dilakukan sebagian masyarakat
yang ingin mengikuti tes penerimaan calon aparatur sipil negara inilah yang
dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana
penipuan penerimaan calon aparatur sipil negara.'?

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik membahas tentang penipuan
yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) dalam penelitian penulis

dengan judul “Aspek Hukum Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Calon

Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan dalam
penerimaan calon ASN?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan
calon ASN?
3. Bagaimana Analisis Hukum terhadap (Studi Putusan

No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)?

'2 Pasal 16 Ayat 2 (dua) dan 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian.
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan dalam
penerimaan calon ASN.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana
penipuan calon ASN.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum terhadap (Studi Putusan

No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan dari permasalahan diatas, manfaat yang dapat diambil dari
penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta
dapat menambah informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian
tentang tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon aparatur sipil
negara.
2. Secara praktis
Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca,
baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang
sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang kejahatan

Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara.
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E. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapat. Tujuan
ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Apabila
penelitian tidak memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan
penelitiannya.” Berdasarkan tuntutan majelis hakim bahwa terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang
diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan
pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi,

barang bukti dan surat keterangan terdakwa.

"> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta,
2012, hal 109
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam konteks ini terdiri atas kejahatan yang dilakukan, dengan
orang-orang yang melakukannya. Pengertian kejahatan dalam dua sudut pandang
memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga pada akhiornya
kejahatan dalam perspektif hukum di tempatkan dalam buku I KUHP, sedangkan
kejahatan yang berdasarkan perspektif masyarakat sebagai jenis-jenisnya
diataptasikan dalam buku III KUHP sebagai pelanggaran. 14

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu
perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari
perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran."
kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.
Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dijauhi.
kejahatan merupakan semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang
secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat,

melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat

' A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Prenadamedia Group,
Jakarta, 2018, hal 31

' Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
2010, hal : 11.
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(baik yang telah tercakup dalam undangundang, maupun yang belum tercantum
dalam undang-undang pidana).'®

Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak
pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam
masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan
pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan."”

Pada masa atau kondisi demikian maka kehidupan menjadi sangat rawan,
munculnya berbagai perbuatan-perbuatan jahat atau kejahatan/tindak pidana yang
ditandai dengan munculnya pola-pola kriminalitas baru, baik yang masih bersifat
konvensional atau non konvensional. Pola kejahatan tersebut semakin jelas
tergambar disaat kondisi negara dalam keadaan tidak stabil, munculnya
penjarahan, pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan secara ramai-ramai,
sehingga masyarakat menjadi tidak dapat menikmati kehidupan dengan nyaman
dan tentram. Belum lagi munculnya kejahatan canggih terutama bidang ekonom.'®

Kejahatan adalah pelanggaran norma (hukum pidana). Kejahatan
merupakan suatu perbuatan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku sebagai

bentuk kejahatan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagai kasus

' Mulyana W, Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi;
YLBHI, 1998, hal : 40-42.

'7'P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana
Di Indonesia, Jakarta Timur, 2014, hal 37

'8 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), PT.
Alumni, Bandung, 2006, hal 79-80
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hukum dan sebelum aanya hukum oleh negara dalam hal ini pengadilan pidana
sepanjang seseorang melakukan tindak pidana.'

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan
hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si
pembuat.”’ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilaran oleh suatu aturan hukum,
laranan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut.”' Tindak pidana adalah perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. >

Tindak pidana adalah suatu hal, seseorang yang terbukti melakukan tindak
pidana tidak secara otomatis harus dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan,
karena itu bergantung kepada apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau
pertanggungjawaban pidana.”

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di
mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar
KUHP.**

Seorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila

orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan

' Sulistyanta dan Maya Hehanusa, Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan
Kejahatan, Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm 64-69

20 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hal 60

2! Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik), Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta, 2001, hal 23

> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kasalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006, hal 28

3 Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 53-
54

** Rodliyah dan Salim HS., Op.Cit, hal 14
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unang-undang sebagai tindak pidana. Seseorang tidak dapat dipersalahkan
melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan
kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu
unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana
tersebut tidak terbukti. Sekalipun batasan normatif dalam perkembangannya
mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat
dipersalahkan melakukan suatu tindak pdiana berdasarkan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat sekalipun perbuatan tidak secara tegas diatur di dalam
perangkat normatif atau undang-undang.*

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana
merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu
hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri
tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana,
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan
dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari

dalam kehidupan masyarakat.*®

% Tongat, Op.Cit, hal 2-3

% Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta &
PuKAP-Indonesia, Malang, 2012, hal 18
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Unsur-unsur kejahatan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjetif.

a. Unsur-unsur objektif

Adapun unsur objektif dapat berupa:*’

1)

2)

3)

4)

5)

Unsur perbuatan materiil

Seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbiuatan memiliki
pada penggelapan, perbuatan menggerakan (hati) pada penipuan,
prbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan
menghancurkan dan merusakaan pada penghancuran dan perusakan
benda.

Unsur benda atau barang

Unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda

Yakni unsur milik orang lain yang menyertai/melekat pada unsur objek
benda tersebut.

Unsur upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang
dilarang, seperti kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kejahatan
pemerasan atau dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu
muslihat atau rangkaian kebohongan dalam melakukan perbuatan
menggerakan (hati) orang lain pada kejahatan penipuan.

Unsur akibat konstitutif

Berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang
dilarang (perbuatan materiil), seperti orang menyerahkan barang,

membuat utang atau menghapus piutang dari kejahatan penipuan.

27 Adami Chawawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hal 1
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Unsur ini sebenarnya juga merupakan tujuan/yang dikehendaki

petindak dalam kejahatan-kejahatan ini.

b. Unsur subjektif

Adapun unsur subjektif berupa:

1)

2)

Unsur kesalahan

Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti dengan
maksud pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan
pengancaman, atau dengan sengaka pada kejahatan penggelapan,
perusakan dan penghancuran barang, yang diketahui atau sepatutnya
harus diduga pada kejahatan penadahan.

Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum yang dirumsuskan secara tegas dengan
perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kekahatan pencurian,
pemerasan, penipuan, pengancaman, penggelapan dna perusakan

28
barang.

Unsur-unsur kejahatan disamping unsur yang terdapat dalam bentuknya

yang pokok sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula unsur-unsur yang khusus

pada masing-masing bentuk baik yang bersifat memberatkan maupun yang

bersifat meringankan kejahatan itu. **

Biasanya seseorang yang melakukan kejahatan penipuan adalah

menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya

perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya

28 |bid, hal 2
2 Ibid
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hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya,
sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui
identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin

akan perkataannya.’’

2. Pengertian Penipuan, Pengaturan KUHP dan Sanksinya

Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan
seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau
mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.31 Konsep
penipuan (bedrog) adalah suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar
akan mendapat sanksi penjara.32

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian
kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri
sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat
bohong yang tersusun demikian rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-
akan benar.” Penipuan adalah suatu bentuk berkicauan, sifat umum dari
perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia
rela menyerahkan barangnya atau uangnya.>*

Bagian inti delik (delicts bestanddelen) penipuan ialah :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

3% Rodliyah dan Salim HS., Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya,
Rajawali Pers, Depok, 2017, hal 11-12

°'S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

32 Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Prestasi Pustakaraya,
Jakarta, 2012, hal 105

* R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha
Nasional, Surabaya, 1990, hal 396

** M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Dalam KUHP. CV. RemajaKarya. Jakarta,
1996, hal 81
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b. Secara melawan hukum,

c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau
dengan rangkaian perkataan bohong,

d. Menggerakkan orang lain,

e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang atau
menghapus piutang.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa
yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan
bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan
benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan
sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu
adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk
meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan
menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya,
begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan
perkataannya.36

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan
adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian
perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang
seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan. Biasanya seseorang
yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau

terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan

3% Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika,
Jakarta, 2016, hal 100
** Yahman, Op.Cit, hal 106
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kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi
sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya
yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan
kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Ketentuan dalam Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian
penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu
definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan
sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.
Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka unsur tindak pidana penipuan
seperti pada umumnya tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subyektif.
Unsur subyektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan
melawan hukum. Unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang
digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda,
memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan
menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai
martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subyektif dan unsur
objektif tindak pidana penipuan, yaitu:

1. Unsur objektif
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a. Perbuatan, menggerakan

Kata menggerakkan selain diterjemahkan dengan menggerakkan
sebagian ahli menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan ahti.
Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi
atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi
adalah kehendak seseorang.

Kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara
yang benar dan tidak palsu maka tidak mungkin kehendak orang lain
(korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia
menyerahkan benda memberi hutang maupun menghapus hutang.
Tujuan ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa
dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan
cara-cara yang tidak benar demikian.’’

Menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatan yang disamakan
dengan membujuk orang dengan mempengaruhi seseorang sedemikian
rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai
dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dengan
perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada
hubungan kausal antara alat penggerak tiu dan penyerahkan barang,
dengan dipergunakan alat penggerak menciptakan suatu situasi yang
tepat untuk menyesatkna seseorang yang normal, sehingga orang itu

terpedaya karenanya.”®

37 Adami Chazawi, Op.Cit, him 117
¥ Yahman, Op.Cit, hal 111
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b. Yang digerakkan orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi
hutang dan orang yang menghapus piutang sebagai korban penipuan
adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Orang yang menyerahkan
benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh
selain yang digerakkan, asalkan orang lain menyerahkan benda itu atas
perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda

itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang

digerakkan.”
c. Perbuatan itu ditujukan pada:

1) Orang lain menyerahkan benda

Penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda

miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud

pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Penipuan

terjadi bukan telah terjadinya perbuatan menggerakkan, melainkan

pada telah terjadi perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain.

Menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari

perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas

benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Apabila

perbuatan (orang lain) menyerahkan benda belum selesai berakibat

berpindahnya kekuasaan diatasnya, atau perbuatan menyerahkan

3% Adami Chazawi, Op.Cit, hal 119-120
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itu tidak terwujud sama sekali, sedangkan perbuatan menggerakkan
telah terjadi maka telah terjadi percobaan penipuan.*’
Dalam tindak pidana penipuan ini “menyerahkan suatu benda”
tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang
tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga
dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan
dari orang yang menipu.*'

2) Orang lain memberi hutang
Perkataan hutang tiak sama artinya dengan hutang piutang,
melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan.
Memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai pinjaman yang
belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai
membuat suatu perjanjian hukum yang membawa akibat timbulnya
kewajiban bagi orang lain utnuk menyerahkan/membayar sejumlah
uang tertentu. Istilah utang dalam menghapuskan piutang
mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang
mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan
kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang
belaka.*

3) Orang lain menghapuskan piutang
Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam

perikatan hukum yang sudah ada, di mana menghilangkan

0 Adami Chazawi, Op.Cit, hal 121-122
*! Tongat, Op.Cit, hal 73
2 Adami Chazawi, Op.Cit, hal 123
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kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang
tertentu pada korban atau orang lain. Dalam membuat hutanga atau
menghapuskan piutang, tidak dipersoalkan, perjanjian seperti itu
sah ataukah tidak menurut hukum, walaupun dari sudut hukum
perjanjian dengan causa yang seperti itu adalah batal demi
hukum.*

d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:

a) Memakai nama palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang ain,
bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga
termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini
termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal
oleh orang lain.**

Ada dua pengertian nama palsu, pertama sebagai suatu nama bukan

namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, suatu nama

yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada

pemiliknya.*’

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang

menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya,

dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada

orang yang namanya disebutkan. Jadi apabila ada seseorang yang

# Adami Chazawi, Op.Cit, hal 124
* Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, hal 147
> Adami Chazawi, Op.Cit, hal 124
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menyebutkan nama mengaku namanya juga maka seseorang dapat
dikenai penipuan dengan menggunakan nama palsu.*®

b) Memakai tipu muslihat
Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian
rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang
kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar.
Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak
hatinya.*’
Tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu
perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut
menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu).48
Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan
sedemikian rupa, hingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan
atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi,
tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu
perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat.*

¢) Memakai martabat palsu
Dengan  “martabat palsu” dimaksudkan adalah menyebutkan
dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang

mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan

* Tongat, Op.Cit, hal 73

" Adami Chazawi, Op.Cit, hal 126

*® Tongat, Op.Cit, hal 74

* Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, hal 147
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kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi
hutang atau menghapus piutang.”
d) Memakai rangkaian kebohongan

Perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan
atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi
korban lebih dari satu. Karena rangkaian kebohongan meimbulkan
kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkaian
kebohongan mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak
benar dan lebih dari satu bohong dan bohong yang satu
menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran yang terdapat pada
tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada
saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain.”!

Diisyaratkan bahwa harus terdapat kata bohong yang diucapkan,
suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat
penggerak atau alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang
diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang
dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata
itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat
kata yang lain.**

2. Unsur subjektif

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain

%% Tongat, Op.Cit, hal 73
3! Adami Chazawi, Op.Cit, hal 127
32 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, hal 147
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Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada.
Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang
lain.”
b. Dengan melawan hukum
Berkenaan dengan melawan hukum sebagai tanpa hak atas
keuntungan, karena hrus dipidana. Ketika penipuan yang terjadi harus
ditafsirkan secara tepat. Melawan hukum sebagaimana ajaran hukum
pidana untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi syarat yang
sifatnya kumulatif yaitu melakukan perbuatan pidana (actus reus) dan
pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan/mens rea).>*
Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh
undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang
lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat

suatu celaan masyarakat.”

3. Pengertian Pelanggaran
Overtredingen atau pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar
sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan
melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka
dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana

ini.>®

>> Adami Chazawi, Op.Cit, hal 129

> Yahman, Op.Cit, hal 118

>> Adami Chazawi, Op.Cit, hal 130

*® Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2003, hal 32
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Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang
sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.sLebih lanjut Andi Hamzah
menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaaan mendasar antara
Kejahatan dan pelanggaran.Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.
Pelanggaran adalah: “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbutan yang
melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada

7 Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata

perbuatan melawan hukum.
dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena
bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan
pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan
kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/ bahaya
terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-

undang pidana.”®

B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.” Pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

*’Ibid, hal 33
% Abdussalam H.R, Kriminologi, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 16
% Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
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perundang-undangan.®® Untuk dapat menjalankan fungsi pelayanan publik, tugas
pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu, pegawai aparatur sipil negara
harus memiliki profesi dan manajemen yang berdasarkan sebuah sistem yang
terdiri dari perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki
oleh calon pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan secara terbuka dan
kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik.®’

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas
dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN
dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk
menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk
menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan
segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya.
Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah
dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.”

Dalam seleksi calon ASN, sudah pasti tingkat pendidikan terakhir menjadi
penentu tingkat jabatan yang akan diberikan oleh calon ASN disebut pernah
muncul isu yang menjadi perhatian masyarakat ketika Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Seleksi calon ASN mengumatakan

lulusan kampus ternama hingga cum laude untuk diterima sebagai pegawai negeri

% pasal 1 angka (2), lbid

! Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur
Sipil Negara, Yustisia Press, 2017, hal 134

62 Elly Fatimah dan Erna Irawati, Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil
Negara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2017, hal 9
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sipil.®* Aparatur sipil negara dengan menyediakan berbagai informasi tentang
kepegawaian, kognitif, afektif dan penempatan kerja lainnya. Penempatan
pegawai yang sesuai dengan kemampuannya dan tingkat pendidikan.®*

Pengadaan calon pegawai ASN merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan
yang lowong. Pengadaan calon pegawai ASN di instansi dilakukan berdasarkan
penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. Pengadaan calon pegawai
ASN dilakukan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran,
seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi
pegawai ASN. Seleksi penerimaan calon pegawai ASN dilaksanakan secara
nasional oleh BKN untuk mengevaluasi secara objektif kualifikasi dan
kompotensi yang dimiliki oleh pelamar secara jujur.®

Penipuan terhadap calon ASN tentunya sangat merugikan bagi
masyarakat, mulai dari psikis hingga materi yang akan terkuras. Hak dasar yang
perlu masyarakat perhatian agar terhindar dari penipuan yang melancarkan
aksinya. Dengan kedok pegawai ASN adalah dengan senantiasa memantau situs
resmi milik pemerintah. Saat ini kebanyakan orang mudah percaya dengan situs
abal-abal diluaran sana. Karena menjadi seorang ASN menjadi impian bagi
banyak orang yang ada di Indonesia, banyak orang rela melakukan apa saja demi
meraih hal yang diinginkan nya tersebut. Hal ini menyebabkan banyak oknum

nakal yang bermunculan dan memanfaatkan hal tersebut demi keuntungan sepihak

> Bambang Rudito, dkk, Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi,
Kencana, Jakarta, 2016, hal 68

% Muazar Habibi, Konseling Sejawat Aparatur Sipil Negara, Deepublish, Yogyakarta,
2020, hal 2

6 Badriyah Khaleed, Legislative Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan
Perundang-undang : Aparatur Sipil Negara, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hal 127
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dan merugikan banyak orang. Modus yang penipuan lakukan oknum cukup
beragam, mulai dari mengaku sebagai orang pemerintahan, ada juga yang
mengaku sebagai sanak keluarga seseorang yanh bekerja di pemerintahan dan
masih banyak lagi jenis penipuan nya. Hal yang harus masyarakat lakukan untuk
menyikapi hal tersebut adalah dengan tidka mempercayai mereka dan menolak
segala jenis bentuk penawaran yang dilakukan oknum nakal.

Hal ini merupakan hal simpel yang banyak dilakukan banyak orang.
Banyak dari masyarakat yang menelan mentah semua informasi yang
disampaikan media, terkhusus media sosial yang notabene kredibilitas berita nya
sukar untuk dipertanggung jawabkan. Sebagai komunikan yang baik, yang harus
masyarakat lakukan adalah dengan melakukan cek kembali informasi
mengenai tes calon ASN yang bersebaran di luaran sana. Masyarakat bisa
melakukan cek dengan cara membandingkan dengan informasi yang ada di situs

resmi ataupun menanyakan langsung hal terkait kepada instansi melalui email.

C. Pemidanaan
1. Arti Pemidanaan
Pemidanaan dapat diartikan adalah menetapkan suatu sanksi.
Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang
seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan

berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling
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kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang institusi
yang berbeda.®®

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan
secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-
konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.®’

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas
dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan
sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.
Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat
beberapa tahap perencanaan yaitu pemberian pidana oleh pembuat undang-
undang, pemberian pidana oleh badan yang berwenang dan pemberian pidana oleh
instansi pelaksana yang berwenang.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan
berdasarkan teori tentang pemidanaan. Pemindaan dimaksudkan untuk
memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana mencegah orang lain dari
kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.®® Pemidanaan yang diatur dalam
KUHP dimulai dari Pasal KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam

menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis

% Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 82

®” Rodliyah dan Salim HS., Op.Cit, hal 68

%% Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal
190
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hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Termasuk hukuman
pokok adalah hukuman tutupan sedangkan hukuman tambahan adalah
perampasan, pengumuman keputusan hakim. Hal ini kemudian berkembang
terutama dalam tindak pidana di luar KUHP misalnya dalam delik ekonomi
tindakan tata tertib sementara.”

Hukum pidana sebagai salah satu dari hukum pada umumnya memang
tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu
bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk
menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan
ditaati setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk
menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam
lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar
didalamnya terdapat suatu keserasian, kepastian hukum dan lain sebagainya.

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-
kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang
mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan
maupun kelompok orang (suatu organisasi).”’ Di samping hukum pidana yang
berlaku bagi setiap orang, ada pula hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang
tertentu atau hanya berupa tindak pidana tertentu saja. Hukum pidana yang
berlaku bagi setiap orang ini sebut hukum pidana umum (aldemene strafrecht)

dan pada pokoknya untuk sebagian besar tercakup dalam kodifikasi Kitab

69 Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media,
Jakarta, 2015, hal 35

" Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 40

! Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, hal 11
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Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang berlaku untuk orang-
orang tertentu disebut hukum pidana khusus (bijzondere strafrecht).”
2. Sistem pemidanaan

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.” Sistem
merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem
pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak
pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian
sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau
penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem
pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang
mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara
konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.”

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau system
pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2
(dua) sudut yakni keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk
pemidanaan dan keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan

pidana. Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum

72 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Op.Cit, hal 3
7 Juhaya S. Praja, Op.Cit, hal 190
74 Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Op.Cit, hal 40
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(pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain
merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan.”

Sistem pemidanaan sangat mempunyai peranan penting dalam
mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya bertujuan untuk
menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah pergaulan masyarakat.
Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi.
Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang
seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan
berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling
kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan

institusi yang berbeda.

> Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Pustaka
Magister, Semarang, 2011, hal 35
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BAB I1I

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitin
1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 sampai
dengan selesai.

3.1 Jadwal Penelitian

Bulan
No Kegiatan Januari Maret Juni September| Oktober |November
& 2020 2020 2020 2020 2020 2020
1)12(3(4|1(2(3]4(1]2]|3(4(1]|2(3]4|1(2|3]4[1|2|3]4
1 [Riset awal/Pengajuan
judul
2 |Penyusunan Proposal
3 |Perbaikan Proposal
4 |Seminar Proposal
5 |Penulisan Skripsi
6 |Bimbingan Skripsi
7 |Seminar hasil
2. Tempat Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat
pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang
diteliti.’® Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan
pengadilan kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, kota Medan,
Sumatera Utara.
’*Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 170
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B. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian
yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode dapat diartikan
sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui
langkah-langkah yanga sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang
sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.”’

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis
normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
(data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.” Penelitian hukum yuridis
normatif sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma,
kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta
doktrin.”

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif
analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian bersifat pemaparan yang
bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang

terjadi di dalam masyarakat.** Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah

"7 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2018, hal 7

"Ediwarman, Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan
Disertasi), PT. Sofmedia, Medan, 2015, hal 126

’® Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hal 34

*Ibid, hal 183
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aturan hukum, tindak pidana penipuan terhadap penerimaan calon pegawai negeri

sipil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)
Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori,
pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat
dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa
peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.*’

b. Studi Lapangan (Field Research)
Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.
Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan
mengadakan tanya jawab (wawancara) seperti hakim dan jaksa yang
terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang
tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau
terdakwa.®?

Adapun studi lapangan yang diakukan berupa:

1) Wawancara
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya
langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu
proses interaksi dan komunikasi.*’ Penulis mengadakan penelitian

¥ Ediwarman, Op.Cit, hal 126

5 Ibid

% Ibid, hal 117
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secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat
hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

2) Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan langsung oleh calon peneliti
terhadap objek atau lokasi penelitian. Dengan observasi, diperoleh
data yang mungkin dapat digunakan untuk permasalahan yang
menarik untuk diteliti.**

4. Analisis Data

Data disimpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas
gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan
untuk menguraikan dan menginterprestasikan serta pengambilan kesimpulan atas
data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan data
memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas
dengan beberapa responden dalam wawancara dandalam lokasi yang terbatas.
Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas,

mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.*

8 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Op.Cit, hal 11
% Hilman Hadi Kusuma. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.
Mandar Maju. Bandung, 1995, hal 99
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka
dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon ASN
telah sesuai berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 2014
mengenai Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa setiap Warga Negara
dapat memiliki hak yang sama untuk menjadi Aparatur Sipil Negara apabila
mereka telah memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Setelah pelamar
yang di maksud pada Pasal 38 Ayat 2 diterima. Kemudian penjatuhan pidana
penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap
para pelaku. Penipuan Dberarti perbuatan dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang
dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau
kekayaannya.

2. Upaya penegakan penipuan terhadap calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Kota Medan berupa preventif dan represif. Upaya preventif, upaya yang
dilakukan sebelum terjadinya kejahatan penipuan yaitu berupa sosialisasi atau
pemberitaan diberbagai media cetak maupun visual dan melakukan koordinasi
dengan instansi terkait yang melakukan prosese seleksi calon Aparatur Sipil

Negara (ASN). Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang
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dilakukan pihak aparat setelah terjadinya tindak pidana dengan
menindaklanjuti setiap laporan penipuan yang terjadi dan memberikan sanksi
yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana penipuan calon Aparatur Sipil
Negara (ASN).

3. Analisis Hukum terhadap (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn) bahwa
kasus penipuan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) efektif
diterapkan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah
tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat
bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan surat keterangan

terdakwa.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan
sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih hati-hati, tegas dan jelih dalam mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut
untuk memberikan efek jerah dan memberikan pelajaran dan peringatan
bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana khususnya penipuan
terhadap calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Kepada Masyarakat hendaknya lebih percaya diri dan yakin pada
kemampuan diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi CPNS dengan
cara belajar yang giat juga menyadari bahwa tindakan menyogok aparatur

negara sipil dalam proses seleksi ASN adalah kejahatan.
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3. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana penipuan
dengan modus percaloan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku
yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana. Dakwaan yang diberikan
terhadap pelaku disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukanya,
dalam hal ini adalah ancaman Pasal 378 KUHP yang menyatakan diancam
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam
penjatuhan pidana terhadap terdakwa, seorang Hakim harus memperhatikan
pengaruh pidana yang dijatuhkan (pengaruh terhadap terdakwa, masyarakat

dan terhadap korban serta keluarganya).
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